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TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
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WALIKOTA PRABUMULIH,
«

2006 tenanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
nataPedamar Pengelolaan Kenangan Daerah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentesi
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peruhah
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahu:
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Pemerintah Daerah dapat memberikan tanah
penghasilan unpas haha Mergeni Sipi ben

pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan
kemampuan keuangan Daerah, maka perlu diberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai! Negeri Sipil di Lingkunsus:
Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkasan

Walilenta Pra N
4ph

sebagimana telah diubah beberapakali terakhir dengei
Peraturan Walikota Nomor IL.b Tahun 2015 tentany
Pp

Beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
perlu dilakukan perbaikan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
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Beras sate Bea Keris di binghungan PementatahJ LJ J

Prabumulih.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun On

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembu

Negara Republik Indonseia Nomor 4355 ),

3.

ang cm

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negari

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuban

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Namaor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noni:

5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembar.

Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 terntaug

Sandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negari

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
maa na
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7.
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 8
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrat mub

Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014

Nomor 13):
“

8.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Il Tahun 2015

tentang Anggaran Penaapatan dan Velanja Dara ee

Prabumulih Tahun Anggaran 2016 |
Lembaran Daerah

Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 1),
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KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :- » #9.
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Pemerintah Kota Prahiimulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sehaga!
unsur penyelenggara Pemerinta Kota Prabumulih:

Walikota adalah Walikota Prabumulih:

SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah,

Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawaai Negeri Sip!
San enda ah Dibaas,MBL apa, Kemasan, Bian aa Mg aga Deen

Prabumulih:
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Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kota Prabumulih:

Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberiku:
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yang dinilai melampaui beban kerja normal.
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TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal! 2
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Paragraf 2

Kriteria Khusus



Hukum dan Perundang-Undangan, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan,
Bagian Humas & Protokol, Dinas Pendapatan Penggelola Keuangan dan Aset
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Rumah Sakit
Umum Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan
yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang:

b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan
Pemerintah Kota Prabumulih yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan
Walikota.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas
tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.a

(3) Dengan diberikan tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka kepada Pegawai dalam pelaksanaan
kegiatan tidak diberikan uang lembur.

Pasal 4

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan
pegawai sebesar 1 (satu) Y6 per hari.

Pasal 5

PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan
maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang
bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 ( Nol Koma Lima ) X6 per hari dan
pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin s/d hari kamis pukul 16.00 WIB dan
hari jumat pukul 16.30 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang
bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 ( Nol Koma Lima ) Yo per hari.

Pasal 6

Pengalokasian Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja,
mempertimbangkan kemampuan anggaran SKPD masing —-masing.

BAB IV
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal Y

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dianggarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ( DPA) SKPD masing-masing.



BAR V -

PEMBAYARAN
Pasal 8

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai masing-masing SKPD terlampir pada
Lampiran Peraturan Walikota Ini dan udak boleh melebihi dari ketentuan yang
tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan
dengan memperhatikan tingkat kehadiran.

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing
yang tertuang dalam DPA SKPD.

HJ Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan anggaran yang |ersudta
di SKPD masing-masing yang tertuang dalam DPA SKPD.
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Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor& Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 1.b Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih. baran
Daerah Kota Prabumulih.
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